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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut,
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II
Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

BUPATITAPIN,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11 Tahun
2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2021;

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PENJABARANPERUBAHAN
ANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH

TAHUNANGGARAN2021

PERATURANBUPATI TAPIN
NOMOR38 TAHUN 2021

TENTANG

BUPATI TAPIN
PROVINSI KALIMANTANSELATAN



7. Undang-Undang Nomor6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Nomor5495);

8. Undang-UndangNomor23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor5679);

6. Undang-UndangNomor28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5049);

4. Undang-UndangNomor25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

RepublikIndonesia Nomor4421);

5. Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor4438);
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11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4028);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5340);

10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

9. Undang-Undang Nomor30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor5601);
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik

IndonesiaNomor4575);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972),

sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan PemerintahNomor1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009
tentang Bantuan KeuanganKepadaPartai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor6177);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesiaNomor5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang­
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
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19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan
Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara
RepublikIndonesia Tahun 2012 Nomor754);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62

Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana
Operasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1067);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor6322);

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor

6 Tahun 2014 tentang Desa (LembaranNegara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6321);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

6057);

- 5 -



Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (BeritaNegaraRepublik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 630),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran,
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan
Bantuan Keuangan Partai Politik (BeritaNegara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64
Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor888);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

LaporanPengajuan, Penyaluran, dan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36
Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan,

Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi
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25. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01
Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata KerjaBadan PenanggulanganBencana

Daerah Kabupaten Tapin (Lembaran Daerah
KabupatenTapinTahun 2012 Nomor01);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 12
Tahun 2012 tentang Pokok-PokokPengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah

KabupatenTapinTahun 2012 Nomor12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten TapinTahun 2013 Nomor05);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05

Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2008 Nomor 05), sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05
Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Tapin (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2015 Nomor09);
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2016 Nomor 09), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapin
Nomor 10Tahun 2019 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin
(Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun
2019 Nomor10);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09
Tahun 2017 tentang Pe1aksanaan Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tapin (LembaranDaerah Kabupaten
Tapin Tahun 2017 Nomor 09, Tambahan
LembaranDaerah Kabupaten Tapin Nomor01);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tapin
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tapin Tahun 2019 Nomor04);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten
TapinTahun 2021 Nomor11);
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Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp475.993.874.732,OO

setelah perubahan

b. bertambah/ (berkurang)

Jumlah Belanja Daerah

setelah perubahan

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan Pembiayaan:

1) semula Rp435. 199.208. 193,00

2) bertambah/ (berkurang) Rp40.794.666.539,OO

Rp1.416.373.577.971,00

Rp36 1.042.92 1.273,00

Rpl. 777.416.499.244,00

b. bertambah/ (berkurang)

Jumlah Pendapatan Daerah

setelah perubahan

2. Belanja Daerah:

a. semula

Rp982.674.369.778,00

Rp320.248.254.734,OO

Rp1.302.922.624.512,00

a. semula

Pasal2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

semula sebesar Rp1.417.873.577.971,00 bertambah sebesar

Rp361.042.921.273,00 sehingga menjadi Rp1.778.916.499.244,00

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah:

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan Penjabaran Perubahan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

BELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2021.

BUPATI TENTANG PENJABARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN

PERATURAN

PERUBAHAN

Menetapkan

MEMUTUSKAN:
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dan Belanja Daerah Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,

Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. LampiranIII Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima dan
Besaran Hibah;

4. LampiranIV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan
Besaran Bantuan Sosial;

2. LampiranII

Pasal3
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati Tapin ini terdiri dari:
1. LampiranI Ringkasan Penjabaran Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Yang
DiklasifikasiMenurut Kelompok,Jenis, Objek,

Rincian Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan

RpO,OO

Rp474.493.874.732,OO

Rp1.500.000.000,OO

RpO,OO

Rp1.500.000.000,00

b. PengeluaranPembiayaan:
1) semula
2) bertambahf (berkurang)

Jumlah PengeluaranPembiayaan
setelah perubahan
Jumlah PembiayaanNetto
setelah perubahan

Sisa LebihPembiayaanAnggaran
setelah perubahan
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Pasal4

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 yang ditetapkan dalam

Peraturan Bupati ini, dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan

peraturan Perundang- undangan.

Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program,

Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis,

Objek, Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,

dan Pembiayaan;

7. Lampiran VII Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

8. Lampiran VIII Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten

Tapin pada Daerah Perbatasan Dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan

Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah dengan Program Prioritas Perbatasan

Negara.

Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,

Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan;

6. Lampiran VI Rincian DBH-SDAPertambangan Minyak Bumi

dan Pertambangan Gas AlamjTambahan DBH-

5. Lampiran V
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H KABUPATENTAPINTAHUN2021 NOMOR 38

MASY

FIN ARPANt
Diundangkan di Rantau

pada tanggal 0" Omtober 202"
SEKRETARIS DA RAHKABUPATENTAPIN,

202 .,

Ditetapkan di Rantau

pada tanggal 0, okt.cber
1; BUPATI TAPIN, ~

Pasal5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah

Kabupaten Tapin.
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